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ABSTRAK

Peran terdakwa sebagai saksi menjadi bagian dari peristiwa kejahatan dianggap
mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan yang lebih signifikan.
Hal ini terjadi ketika kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang dilakukan
secara bersama-sama. Dia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai
siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu
dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Agar terdakwa sebagai saksi
ini mau bekerjasama dalam pengungkapan suatu perkara, para penuntut umum
menggunakan perangkat hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Di Indonesia memungkinkan bahwa “orang dalam” ini
dijadikan saksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama
dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku sekaligus saksi
dengan berkas perkara yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
kedudukan saksi mahkota di Indonesia dan mengungkap tabir kejahatan,
mengetahui bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di
Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep saksi mahkota di Indonesia
adalah saksi yang diambil dari tersangka atau terdakwa dalam kejahatan yang
dilakukan secara bersama-sama, kesaksian yang diberikan oleh terdakwa bagi
terdakwa lain dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa
dengan berkas perkara yang terpisah (split) dan keterangan terdakwa sebagai saksi
berbeda dengan keterangan terdakwa sebagai terdakwa serta apabila keterangan
terdakwa selaku saksi saling berbeda maka dapat diajukan delik sumpah palsu.
Kesaksian yang diberikannya dipandang sebagai alat bukti yang sah dan atas
kesaksiannya itu dapat diberikan pengurangan hukuman dengan pertimbangan
hakim. Kesaksian tersebut juga dapat mengungkap suatu tabir kejahatan.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
telah memasukkan ketentuan pemberian kekebalan dari penuntutan dan ketentuan
perlindungan hukum lainnya kepada saksi mahkota yang telah turut serta berperan
dalam upaya penanggulangan kejahatan.


